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ABSTRACT  

The amount of financing for the implementation of autonomy has forced the regional government to 
look for alternative sources of regional income by exploring the potential possessed by the region to 
increase regional original income, one of which comes from animal slaughterhouse levies which are 
considered potential to increase regional original income in North Toraja Regency. This study aims to 
determine the reality of the implementation of regional levies based on the regional regulations of 
Slaughterhouses of North Toraja Regency, which refers to the mechanism for collecting levies for 
slaughterhouses and supervision of retribution for abattoirs. The research method used is descriptive 
research method, the type of data consists of primary data obtained through direct observation in the 
field, while secondary data is sourced from report documents, regulations relating to the problem to be 
studied, and research results are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the 
management of the abattoir retribution in North Toraja Regency is quite good. This can be seen from 
the increase in retribution for slaughterhouses every year. However, there are still problems faced by 
the Department of Revenue, Financial Management, and Regional Assets in maximizing the 
achievement of the target for retribution receipts, such as the lack of retribution collectors at every 
traditional party carried out, lack of awareness of mandatory retribution, erratic recitation system for 
collectors, and supervision. what has been done for retribution has not been maximized. 
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ABSTRAK 

Besarnyai pembiayaani penyelenggaraani otonomii memaksai pemerintahi daerahi untuki mencarii 
alternativei  sumberi pendapatani daerahi  dengani menggalii potensii yangi idimiliki ioleh idaerah 
itersebut, idalam irangka ipeningkatan ipendapatan  iasli idaerah, isalahi satunya iberasal idari  
iRetribusi iRumah iPotong iHewan iyang idiangap ipotensial iuntuk imeningkatkan  ipendapatan iasli 
idaerah idi iikabupaten iToraja iiUtara. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui irealitas 
ipelaksanaan iretribusi idaerah iberdasarkan iperaturan idaerah  iRumah iPotong iHewan 
iKabupaten iToraja iUtara, iyang imengacu ipada imekanisme ipemungutan iretribusi irumah 
ipotong ihewan idan ipengawasan iterhadap iretribusi irumah ipotong ihewan. iMetode ipenelitian 
iyang idigunakan  iyaitu imetode ipenelitian ideskriptif ijenis idata iiterdiri idari idata iprimer iyang 
idi iperoleh imelalui iobservasi ilangsung idi ilapangan, isedangkan idata isekunder ibersumber idari 
idokumen ilaporan, iperaturan-peraturani iyang iberkaitan idengan imasalah iyang iakan diteliti, 
iserta ihasil ipenelitian dianalisis secara ikulitatif. iHasil ipenelitian iini imenunjukkan ibawah  
ipengelolaan iretribusi irumah ipotong ihewan idi iKabupaten  iToraja iUtara isudah icukup ibaik. 
iHal iini idapat idilihat idari ipeningkatan iretribusi irumah ipotong ihewan isetiap itahunnya. 
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iNamun imasi iada imasalah-masalahi iyang idihadapi ioleh iDinas iPendapatan, iPengelolaan 
ikeuangan, idan iAset iDaerah idalam imemaksimalkan ipencapaian itarget ipenerimaan iretribusi  
iseperti, ikurangnya  ijumlah ikolektori iretribusi  idi isetiap ipesta iadat idilaksanakan, ikurangnya 
ikesadaran iwajib iretribusi, isystem ipengajian ipara ikolektor iyang itidak imenentu, idan 
ipengawasan iyang idilakukan iterhadap iretribusi ibelum imaksimal. 
  
Keyword: Pengelolaan; Mekanisme Pemungutan; dan Pengawasan. 
 

PENDAHULUAN 

Bagian Peranan pemerintah daerah 
dalam menggali dan mengembangkan 
berbagai potensi daerah sebagai sumber 
penerimaan daerah akan sangat menentukan 
keberhasilan pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat di daerah (Cahyono & Adzim, 
2019). Dalam mewujudkan peran pemerintah 
daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki 
oleh daerah adalah kemampuan dalam 
penyediaan      pembiayaan      pembangunan 
yang bertumpu pada sumber pendapatan 
daerah (R & Agusti, 2019). 

 Selain pajak, retribusi merupakan 
salah satu sumber pembiayaan 
pembangunan dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 
2019). Berkaitan dengan hal tersebut,  
pentingnya pengelolaan retribusi menjadi 
prioritas bagi pemerintah (Easiwal et al., 
2018). 

Undang-Undang Nomor  28  Tahun  
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagai pedoman   bagi   daerah   
dengan tujuan   untuk mendorong daerah 
meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu 
sendiri. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 
kebudayaan yang berbeda-beda. 
Kebudayaan  tersebut  merupakan  keunikan 
adat istiadat oleh masing-masing daerah 
yang dijunjung tinggi, bahkan menjadi 
kebanggaan dan identitas tersendiri (Dwi 
Fajarini & Dhanurseto, 2019). Salah satu 
daerah yang unik dengan adat istiadatnya 
yaitu Kabupaten Toraja Utara (Embon, 
2018). 

Di   Toraja upacara   adat   dikenal   
dengan istilah Rambu Tuka dan Rambu Solo. 
Rambu Tuka merupakan    upacara    adat    
suka cita/kebahagiaan, sedangkan  Rambu  
Solo  merupakan  upacara  adat duka     
cita/kematian.     Kegiatan    adat     tersebut 
menggunakan hewan ternak kerbau dan 
babi sebagai simbol hewan potong   pada 
penyelenggaran acara. Bagi masyarakat 
Toraja yang masih mengikuti adat atau     
tradisi,     menyelenggarakan     pesta     adat 
merupakan   kewajiban  atau  tanggung  
jawab  yang tidak dapat dihindari (Limbong, 
2020). 

Retribusi  daerah  merupakan  
pembayaran atas   jasa   atau   pemberian   
izin   khusus   yang disediakan  atau  
diberikan  oleh  pemerintah  daerah kepada   
pribadi   atau   badan,   diharapkan   dapat 
mendukung   sumber   pembiayaan   daerah   
dalam menyelenggarakan  pembangunan  
daerah,  sehingga akan meningkatkan dan 
memeratakan perekonomian serta 
kesejahteraan masyarakat di daerah (Asih & 
Irawan, 2018). 

Beberapa  faktor   yang  
menyebabkan retribusi daerah menjadi 
potensial sebagai sumber keuangan daerah 
daripada sumber-sumber lainnya ialah 
antara lain: 1) Retribusi  dapat  
meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dalam hal membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, 2)  Retribusi daerah 
dipungut atas balas jasa sehingga 
pembayarannya dapat dilakukan berulang 
kali, 3) Pelaksanaan pemungutan retribusi 
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dapat dilakukan  diluar  waktu  yang  telah 
ditentukan oleh petugas perundang- 
undangan selama pemerintah daerah dapat 
menyediakan    jasa    dengan    persetujuan 
pemerintah pusat, 4)  Sektor retribusi terkait 
erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi 
masyarakat disuatu daerah (Horota et al., 
2017). 

Kabupaten Toraja Utara dalam hal 
pelaksanaan otonomi daerah telah berusaha 
memaksimalkan   pendapatan   asli   daerah   
(PAD) dengan memanfaatkan berbagai 
potensi yang dimiliki demi  terselenggaranya  
otonomi  daerah  yang  nyata dan 
bertanggung jawab. Dalam hal ini, Retribusi 
Potong Hewan merupakan salah satu 
penyumbang pendapatan asli daerah di  
Kabupaten Toraja Utara yang perlu 
diperhatikan pengelolaanya dalam rangka 
untuk mencapai efektivitas penerimaan 
retribusi dari pemotongan hewan itu sendiri 
(Regina Sheren Silamba, Lintje Kalangi, 
2017). 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten 
Toraja Utara mengubah sumber pendapatan 
dari kegiatan pemotongan hewan dalam 
acara adat yang semula merupakan Pajak 
Potong  Hewan  menjadi  Retribusi  Potong  
Hewan yang   diatur   dalam   Peraturan  
Daerah  Kabupaten Toraja   Utara   Nomor   
15   Tahun   2011   tentang Retribusi Rumah  
Potong  Hewan  sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena 
dipandang potensial mengingat banyaknya 
kegiatan adat   yang   terjadi,   dimana   
pemotongan   hewan menjadi bagian dari 
kegiatan tersebut (Pundissing, 2020). 

Upacara adat terkenal dalam 
penyelenggaraannya memakan biaya yang 
cukup besar (Rismayanti & Nusarastriya, 
2020).  Selain itu, juga didukung oleh 
frekuensi terjadinya pesta adat ini (Sampe, 
2020).  Hal ini dapat dilihat jelas pada acara 

pemotongan hewan, yang dari segi kuantitas 
tidak sedikit hewan yang dikurbankan hal ini 
tentunya juga disesuaikan dengan strata 
sosial seseorang di dalam masyarakat Toraja 
Utara (Bela, 2021). 

Sehubungan dengan itu maka 
pemerintah di Kabupaten Toraja Utara 
melakukan pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan daerah. Retribusi  potong hewan 
merupakan   salah satu   sumber pendapatan 
asli daerah di Kabupaten Toraja Utara yang 
memegang peranan sangat penting dan yang 
sangat besar (Putri, 2020). Menurut 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara  
No.   15  tahun  2011   bahwa  struktur  tarif 
retribusi digolongkan berdasarkan jenis 
pelayanan, jenis  dan  jumlah  ternak.  
Besarnya  tarif ditetapkan berdasarkan tarif 
pasar yang berlaku di wilayah daerah. Dalam 
hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, 
maka tarif ditetapkan sebagai jumlah 
pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa 
yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif 
meliputi: unsur biaya persatuan penyediaan 
jasa dan unsur keuntungan yang 
dikehendaki per satuan jasa (Bala, 2019). 

Dalam usaha meningkatkan   
pengelolaan retribusi potong hewan di 
Toraja Utara, maka di usahakan   adanya 
kerja sama  yang  teratur dengan dilandasi 
kesadara dan saling pengertian   antara 
petugas pemungut   dan para wajib retribusi 
potong hewan, sehingga usaha untuk 
meningkatkan hasil pengelolaan   tersebut 
sebagai salah satu   sumber pendapatan 
keunagan   daerah yang dapat terwujud. 
Retribusi  Rumah  Potong   Hewan   bisa   
dikatakan belum maksimal,  ini dapat  dilihat  
dari data pencapaian target penerimaan 
retribusi rumah potong hewan selama 5 
(lima) tahun terakhir. 

Pemungutan  RPH  belum  optimal  
karena dari tahun 2014-2018 realisasi 
retribusi RPH Kabupaten Toraja Utara hanya 
tahun 2017 yang mencapai target. Ini 



 
 
 
 
 

14 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik                      Universitas Indonesia Timur 

 

Jurnal Ilmiah Pranata Edu    ISSN : 2636-6788 
Volume 3 No. 1, Mei 2021 
 

disebabkan oleh aparat yang memungut jasa 
retribusi belum optimal dalam 
pemungutannya, serta kurangnya kesadaran 
wajib retribusi dalam membayar jasa 
retribusi tersebut. Realisasi Penerimaan 
retribusi RPH juga sangat dipengaruhi oleh 
jumlah hewan yang dipotong setiap 
tahunnya yang bergantung pada jumlah 
pesta rambu solo’ dan rambu tuka’ yang 
diadakan setiap tahunnya dan juga 
bergantung pada kondisi ekonomi 
masyarakat.  Hal lain  yang  mempengaruhi 
realisasi penerimaan RPH adalah 
masyarakat yang sudah taat pada nilai-nilai 
agamanya sehingga tidak terpengaruh oleh 
adat yang ada dan pendidikan yang maju 
membuat pikiran masyarakat lebih terbuka 
(Panggarra, 2014). 

Dengan demikian, perlu adanya 
suatu komitmen dari semua pihak dari unsur 
pemerintah maupun  masyarakat  sebagai  
wajib  retribusi  dalam menyikapi bagaimana 
melakukan pengelolaan retribusi RPH yang 
ada sehingga betul-betul dapat memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah. Maka dalam hal ini 
perlu ditunjang dengan mekanisme yang 
baik. Kegiatan budaya masih sangat aktif 
dilakukan oleh masyarakat Toraja, yang di 
mana setiap upacara ini pasti melibatkan 
rumah potong hewan, ini berarti Retribusi 
Rumah  Potong  Hewan  di  Kabupaten 
Toraja  Utara layak dan penting untuk 
diteliti. 

METODE 

Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Informan sebagai sumber data   dalam   
penelitian   ini  menggunakan teknik  
purposive sampling berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan peneliti. Sedangkan Teknik 
pengumpulan data, menggunakan teknik   
triangulasi   data yaitu     observasi 
(pengamatan),     wawancara (Interview)    
dan observasi pustaka (Literaur Review). 
Adapun analisis data penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data serta penarikan kesimpulan. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mekanisme Pemungutan Retribusi Rumah 

Potong Hewan 

Mekanisme dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi rumah potong hewan 
di Kab.Toraja Utara, dilaksanakan pada setiap 
pesta Rambu Solo’ dan Rambu Tuka’, 
Pemungutan   retribusi   rumah   potong   
hewan sangat mudah, yaitu dengan 
mendatangi pos pendaftaran yang ada di 
setiap pesta adat dilaksanakan untuk 
melakukan pendaftaran kemudian 
mengambil karcis dan membayarnya. Dengan 
menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi 
penyelewengan lagi dalam hal 
pemungutannya,   sehingga   semua   hasil   
dar i pemungutan retribusi ini   masuk ke kas 
daerah dan  menyetornya  ke  bendahara  
penerima  di dinas pengelola. 

Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa selama ini semua kolektor yang  ada  
di  lembang  bukan  Pegawai  Negeri Sipil 
maupun tenaga honorer, namun sistem 
penggajiannya  dari  pemerintah. Mereka  
hanya mengandalkan pengembalian retribusi 
potong hewan  saja  sebesar  yang  telah  
ditetapkan  di dalam Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati. 

Penyetoran retribusi rumah potong 
hewan di Kabupaten Toraja Utara, 
dilaksanakan pada setiap pesta Rambu Solo’ 
dan Rambu Tuka’ telah selesai dilaksanakan. 
Dalam melakukan tugas    pemungutan 
retribusi  rumah  potong  hewan  ini,  
dilimpahkan ke tiap-tiap kecamatan dan 
kelurahan atau lembang (desa) yang 
memungutnya pada setiap pesta rambu solo 
maupun rambu tuka’ yang dilaksanakan di 
wilayahnya agar lebih efektif dalam 
pemungutannya mengingat Kabupaten Toraja 
yang cukup   luas.   Jika  retribusi tersebut 
telah terkumpul,  kolektor kecamatan 
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mengantarkan langsung ke bendahara 
penerima di badan pendapatan, setelah itu 
akan di buatkan surat tanda setoran pajak 
daerah, kemudian  bendahara penerima 
mengantarkan ke kas daerah di Bank Sulsel. 
Dari Bank Sulsel akan di berikan slip  
setoran,dari  bukti  penyetoran akan   di   
lanjutkan   ke   badan   akuntansi. Badan  
akuntansi  akan     menginput  dana yang  
telah  disetor,  kemudian  badan akuntansi 
akan membuat laporan untuk meberikan 
pengembalian  kekecamatan.  

Dengan demikian dari segi   
penyetoran sudah  sangat  efektif  karena  ada  
pelimpahan tugas pemungutan retribusi 
kepada kecamatan untuk memungut retribusi 
rumah potong hewan pada saat pesat adat 
yang dilaksanakan di wilayah 
pemerintahannya. 
 
Pengawasan Retribusi Rumah Potong 
Hewan 

Dalam hal  pengawasan penerimaan 
retribusi rumah potong hewan di kabupaten 
Toraja Utara dilakukan dalam dua bentuk 
pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung, yang 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Sistem Pengawasan Penerimaan 
Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten 
Toraja Utara 

Jenis Pelaksanaan 
Pengawasan 
Langsung 

DPPKAD 

Pengawasan 
Tidak 
Langsung 

Melalui Laporan Bulanan 

Sumber : Reduksi data peneliti 
 
 Pengawasan langsung dilakukan  oleh 
DPPKAD dengan menggunakan surat 
pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas seperti yang digambarkan pada table 1. 
Pengawasan langsung yang dilakukan oleh 
DPPKAD menggunakan surat pengawasan 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang 

diperuntukkan  untuk pesta-pesta telah 
terlaksana dengan baik, namun dari DPPKD 
belum ada pengawasan langsung di lapangan.  
Hal tersebut  terjadi oleh karena adanya 
kendala yang menyebabkan pegawai DPPKAD 
tidak turun melakukan pengawasan secara 
langsung. Hal tersebut disebakan karena 
kekurangan sarana dan prasarana untuk 
melakukan pemantauan langsung ke tempat 
pesta itu, apalagi Kabupaten Toraja Utara ini 
luas dan dalam satu hari terdapat  beberapa 
pesta adat yang berjalan secara bersamaan.  
 Disamping itu jumlah apparat di 
lapangan belum cukup, dimana jumlah 
kolektor yang  bertugas di pos untuk 
melakukan pemungutan retribusi hanya  
berjumlah  2-3  orang  tiap lembang yang juga  
merupakan aparat di lembang  (desa)  itu  
sendiri. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat dikatakan bahwa pengawasan langsung 
dari DPPKAD belum terlaksana secara 
maksimal karena terkendala oleh sarana dan 
prasarana yang belum memadai. 
Ketersediaan sarana dan prasarana 
merupakan unsur yang sangat membantu 
dalam penyelenggaraan retribsi rumah 
potong hewan, dan mendukung pencapaian 
target yang telah ditetapkan.   
 Dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi jumlah kolektor belum seimbang 
dengan wajib retribusi (rombongan) yang 
datang di suatu pesta. Kolektor  di  pos 
kewalahan  dalam  mencatat  dan  menagih 
para wajib retribusi yang datang di pos 
pendaftaran. Hal Ini menyebabkan  
pemungutan retribusi di pesta adat tidak 
berjalan dengan efektif dan efisien.  Oleh 
karena  itu  diperlukan penambahan 
pegawai/kolektor demi efektifitas 
penerimaan retribusi rumah potong hewan. 
 Pengawasan  tidak langsung yang 
dilakukan yaitu dengan melihat dokumen 
atau laporan hasil penerimaan retribusi 
rumah potong hewan dari tiap-tiap 
kecamatan. Laporan penerimaan bulanan 
yang d dilaporkan oleh setiap kecamatan 
berdasarkan  banyaknya karcis yang diambil.  
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Peran Retribusi Rumah POtong Hewan 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Toraja Utara 
 
 Retribusri rumah potong hewan di 
Kabupaten Toraja Utara mempunyai target 
penerimaan setiap tahunnya yang dapat 
dilihat sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Penerimaan Retribusi Rumah Potong 
Hewan di  Kabupaten Toraja Utara 
 

Tahun Target 
Penerimaan 

Realisasi 
Penerimaan  

% 

2014 4.572.619.000 3.770.075.000 82 
2015 4.602.619.000 3.647.182.000 79 
2016 4.602.619.000 4.229.170.000 91 
2017 4.000.000.000 4.317.385.000 107 
2018 6.000.000.000 5.593.050.800 93 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
 Tabel 2 menunjukkan bahwa 
menunjukkan bahwa presentase penerimaan 
retribusi RPH yang cenderung mengalami 
kenaikan . Retribusi  pemotongan hewan 
tidak  dapat  dikatakan  optimal  karena  dari  
tahun 2014-2018 realisasi dari retribusi 
pemotongan hewan di Kabupaten Toraja 
Utara hanya tahun 2017 yang mencapai 
target. Kenyataan ini  disebabkan oleh belum 
optimalnya  aparat dalam melakukan 
pemungutan retribusi. serta kurangnya 
kesadaran wajib retribusi dalam membayar 
jasa retribusi tersebut. Realisasi  Penerimaan  
retribusi  pemotongan  hewan juga sangat 
dipengaruhi oleh jumlah hewan yang 
dipotong setiap tahunnya. Hal ini bergantung 
pada jumlah pesta rambu solo’ dan rambu 
tuka’ yang diadakan setiap  tahun, serta   
bergantung  pada kondisi ekonomi 
masyarakat di daerahnya. Hal lain yang 
mempengaruhi realisasi penerimaan retriburi 
pemotongan hewan   adalah masyarakat yang 
sudah taat pada nilai-nilai agamanya sehingga 
tidak terpengaruh oleh adat yang ada. 
Pendidikan yang maju juga merupakan faktor 
yang mempengaruhi sehingga pikiran 

masyarakat lebih terbuka. Namun demikian 
kontribusi retribusi potong hewan di daerah 
tetap menempati posisi yang cukup strategis 
bagi pendapatan asli daerah Kabupaten 
Toraja Utara. Hal ini dapat terlihat pada table 
sebagai berikut : 
 
Tabel 3. Kontribusi Retribusi Rumah Potong 
Hewan Terhadap PAD Kabupaten Toraja 
Utara 
 

Tahun Retribusi RPH PAD % 
2014 3.770.075.000 25.284.958.933 14 
2015 3.647.182.000 33.808.406.730 10 
2016 4.229.170.000 34.896.616.655 12 
2017 4.317.385.000 40.823.746.991 10 
2018 5.593.050.800 41.976.382.836 13 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa retribusi 

rumah potong hewan terhadap PAD di 
Kabupaten Toraja Utara cukup memberikan 
kontribusi sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli daerah. Persentasi retribusi 
ini pada tahun 2014 merupakan angka yang 
paling tinggi yakni 14%. Sedangkan tahun 
2015 mengalami penurunan menjadi 10%.  
Selanjutnya pada tahun 2016 kontribusi 
retribusi ini  mengalami pengingkatan 
sebesar 12% , Namun ditahun 2017 kembali 
mengalami penurunan sebesar 10%% dan 
ditahun 2018 kontribusi retribusi rumah 
potong hewan memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap PAD Kabupaten Toraja 
Utara yakni sebesar 13%.  

Berdasarkan data tersebut diatas 
menunjukkan pula bahwa retribusi rumah 
potong hewan cukup memberikan kontribusi 
terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara 
disamping sumber-sumber PAD lainnya. 
Meskipun demikian pengelolaan retribusi ini 
masih perlu ditingkatkan serta tarif retribusi 
yang masih perlu dilakukan perubahan. 
Penerapan tarif retribusi rumah potong 
hewan berdasarkan Peraturan Daerah 
(Perda) No 15  Tahun 2011 tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja 
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Utara. Berikut disajikan tarif retribusi rumah 
potong hewan : 

 
Tabel 4. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan 
Kabupaten Toraja Utara 
 

No 
Jenis 

Tarif  Tarif  
Selisih Perda 

2008 
Perda 
2011 

1 Kerbau 
Belang 
(Saleko, 
Bonga) 

100.000 
Per ekor 

750.000 
Per ekor 

 
600.000 

2 Kerbau 
Kebiri 
(Balian) 

100.000  
Per ekor 

500.000 
Per ekor 

400.000 

3 Kerbau 
Hitam 
(Pudu’, Todi’, 
Sambao’) 

100.000  
Per ekor 

200.000 
Per ekor 

100.000 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
Berdasarkan table 4, tarif retribusi 

pada tahun 2011 dan sebelumnya sangat 
berbeda jauh dengan tarif tahun 2011 setelah 
diadakannya perubahan tarif retribusi rumah 
potong hewan Kabupaten Toraja Utara. 
Sebelum tahun 2011 tarif retribusi untuk 
seluruh jenis kerbau adalah Rp.100.000,- per 
ekor. Namun setelah terbit Perda Nomor 15 
tahun 2011 ditetapkanlah tarif baru dengan 
selisih tarif yang cukup signifikan yakni untuk 
jenis kerbau belang menjadi Rp. 750.000,- per 
ekor atau selisih Rp. 600.000,- per ekor 
dibanding tahun sebelumnya. Retribusi jenis 
kerbau kebiri  sebesar Rp. 500.000,- per ekor 
atau selisih Rp. 400.000,- per ekor dari tahun 
sebelumnya. Adapun retribusi jenis kerbau 
hitam adalah Rp. 200.000,- per ekor atau 
selesih Rp. 100.000,- per ekor. 

Data yang ada (lihat tabel 2) 
menunjukkan bahwa setelah adanya 
penetapan tarif baru terjadi peningkatan 
penerimaan retribusi rumah potong hewan di 
Kabupaten Toraja Utara Dengan demikian 
tarif retribusi turut menentukan pencapaian 
target dan peningkatan penerimaan retribusi 
rumah potong hewan di Kabupaten Toraja 
Utara yang juga secara otomatis 

meningkatkan kontribusinya terhadap PAD 
Kabupaten Toraja Utara (lihat tabel 3). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan 
yang telah diuraikan dalam melihat 
pengelolaan  Retribusi Potong Hewan Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asil Daerah Di 
Kabupaten Toraja Utara, dapatlah 
disimpulkan sebagai berikut : 

a. Kesadaran wajib retribusi dalam 
membayar jasa retribusi rumah 
potong hewan masih rendah. 
Disamping itu aparat dalam 
melakukan pemungutan retribusi 
tersebut belum optimal yang 
disebabkan karena terbatasnya 
jumlah petugas serta sarana 
prasarana penunjang yang kurang 
memadai. 

b. Pengawasan yang dilakukan oleh 
DPPKAD selaku dinas yang 
menangani retribusi ini juga   kurang, 
maksimal khususnya pengawasan 
langsung yang hanya bertumpu pada 
laporan hasil penerimaan perbulan 
yang diterima dari tiap kecamatan. 
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

beberapa hal yang disarankan  sebagai 
berikut : 

a. Sosialisasi regulasi yang terkait 
retribusi rumah potong hewan 
kepada masyarakat  agar  
dimaksimalkan dan dilakukan secara 
berkala, baik ditingkat lembang 
(desa), kelurahan maupun kecamatan. 
Sehingga masarakat dapat mematuhi 
peraturan yang telah di tetapkan 
khususnya dalm hal pembayaran 
retribusi hewan. Demikian juga 
kepada petugas atau kolektor 
pemungut retribusi, kiranya diberikan 
bekal dalam hal ini berupa pelatihan 
serta bimbingan teknis dalam rangka 
peningkatan kapasitas untuk 
memberikan pelayanan yang lebih 
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baik lagi dalam penyelenggaraan 
pemungutan retribusi rumah potong 
hewan di Kabupaten Toraja Utara. 

b. Pengawasan yang dilakukan kiranya 
lebih ditingkatkan lagi  dengan 
melakukan kunjungan lapangan atau 
inspenksi mendadak (sidak) untuk 
memantau secara langsung proses 
pemungutan retribusi rumah potong 
hewan sehingga kecurangan-
kecurangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi 
rumah potong hewan di Kabupaten  
Toraja Utara dapat diminimalisir agar   
target penerimaan retribusi rumah 
potong hewan dapat tercapai bahkan 
melampaui target yang telah 
ditetapkan.  
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